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Abstract
The annulment ofdistrict regulation by the Minister ofHome Affairs is theform ofrepres
sive controlling for the region should be taken after decision ofThe Supreme Court who
cancelled thedistrict regulation. To minimize thedeviation inmaking district regulation, it
would bebetter that thegovernment have a guidance for the local regulation especially for
making district regulation and the decision ofregion inchiefcontinuously. Endorsed Laws
or Decision ofDistrict in chief returned after revising immediately, so that the possible
mistakes ondra^ng thedistrict regulation or theCreed could be minimized as soonas
possible.
Pendahuluan
Polertiik di seputar Peraturan Daerah
(Perda) yang dipandang "bermasalah"
kembali muncul setelah Tim Pengkajian
Perdayang antaralain terdiri dari Departemen
Keuangan, Departemen Perlndustrian dan
Perdagangan, Bea danCukal, danDepartemen
Dalam Negeri merekomendaslkan 206 Perda
untuk diusulkan Menterl Keuangan supaya
dibatalkan oleh Menterl Dalam Negeri.'
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia juga pernah melakukan
penelltian yang sama dan menemukan 1.006
Perda di seluruh Indonesia yang dianggap
memberatkan dunia usaha. ^
Berdasarkan temuan tersebut Pemerinlah
' Harian Ko/npas, Agustus2003.
2Harian Kompas, 6 September2001.
(Presiden) akhirnya meminta Departemen
Dalam Negeri (Depdagri) untuk melihat dan
memonitor pelaksanaan otonomi daerah agar
tidak membebani para pengusaha di daerah.
Dari temuan tersebut kemudian Depdagri
melakukan kajian intensif terhadap seluruh
Perda yang dikeluarkan oleh Daerah
Kabupaten dan Kota di Indonesia. Perda
"bermasalah" temuan Kadin tersebut sebaglan
mengatur tentang pungutan terhadap hasil
bumi, pajak reklame terhadap label dalam
botol minuman, dan seterusnya. Tetapi setelah
dilakukan kajian terhadap Perda "bermasalah"
oleh Depdagri ternyata temuan mereka
berbeda dengan yang disampalkan oleh
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Kadin, menurut Depdagri baru ada 105 Perda
mengenai retribusi dan pajak daerah yang
bermasalah.^
Rekomendasi Kadin terhadap Perda
"bermasalah" juga mendapat perhatlan darl
Dana Moneter Internasional (IMF) yang dalam
draf Letter of intent (Lol) IV memberikan
sorotan khusus terhadap berbagal Perda yang
dinllai bermasalah dan meminta pemerintah
untuk mencabut Perda-perda tersebut.
Mengapa IMF sampal turun tangan" untuk
urusan Perda? Alasannya, Perda-perda itu
dinilal tidak menciptakan Ikllm usaha dan
mengganggu perekonomlan, karena banyak
ketentuan yang mengharuskan pelaku bisnis
membayar berbagal jenls pungutan dan
retribusi.^
Munculnya persoalan disekltar Perda
"bermasalah" antara lain disebabkan adanya
semangat berleblhan darl Daerah dalam
rangka meningkatkan pendapatan daerah.
Dengan adanya otonomi daerah yang diatur
dalam UU No. 22 Tahun 1999 Daerah seolah
berlomba untuk sebanyak-banyaknya membuat
peraturan daerah khususnya tentang pajak
dan retribusi daerah guna menopang kebutuhan
daerah agar otonomi dapat berjalan lancar.
Ada sebaglan Perda yang dipandang
bermasalah karena bertentangan dengan aturan
yang lebih tinggi, tetapi adajugayang dipandang
menghambat Investas! ke daerah. Hal Ini terjadi
karena ketiadaan aturan operaslonal darl Pusat
berupa peraturan pemerintah yang mengatur
kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,
sehingga setlap daerah menafsirkan sendirl
kewenangan apa saja yang ada pada dlrlnya.
ApalagI peraturan pemerintah yang dimlntakan
cleh UU tersebut sebagai aturan pelaksananya
sampal hari Inl pun belum semuanya
dikeluarkan cleh Pemerintah. Padahal melalul
SIdang Tahunan MPR Rl 7-18 Agustus 2000
telah dikeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/
2000 tentang Rekomendasi Kebljakan Dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang
ditujukan kepada Pemerintah dan DPR agar
ditlndaklanjutl. Isi.rekomendasl tersebut antara
lain:®
a. Keseluruhan peraturan pemerintah
. sebagai pelaksanaan dari kedua undang-
undang tersebut agar diterbltkan
selambat-lambatnya akhir Desember
tahun 2000.
b. Daerah yang sanggup melaksanakan
otonomi secara penuh dapat segera
memulal pelaksanaannya terhitung 1
Januari 2001 yang tercermin dalam
anggaranpendapatandan belanja negara
dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
0. Daerah yang belum mempunyal
kesanggupan melaksanakan otonomi
secara penuh dapat memulal pelak
sanaannya secara bertahap sesual
kemampuan yang dimillklnya.
d. Apablla keseluruhan peraturan
pemerintah belum diterbltkan sampal
'Harian Ko/npas, 10 September 2001.
' Harian Kompas, 26 November 2001. Tim Keija Pengkajlan Perda dan Keputusan Kepaia Daerah
Depdagri merekcmendasikan 68 Perda kepada Mendagri untuk dibatalkan.
«Ketetapan-ketetapan MPR Rl Sidang Tahunan MPRRI7-18Agustus 2000 (Jakarta: Eko Jaya, 2000).
hlm.53.
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dengan akhir Desember 2000, daerah
yang mempunyai kesanggupan penuh
untuk menyelenggarakan otonomi diberikan
kesempatan untuk menerbitkan peraturan
rfaera/iyang mengaturpelaksanaannya Jika
peraturan pemerintah telah diterbitkan,
peraturan daerah yang terkait harus
disesuaikan dengan peraturan pemerintah
dimaksud.
Apabila mendasarkan pada Tap MPR
tersebutsesungguhnya Daerahmemiliki dasar
yang kuat untuk membentuk Perda, karena
sampai batas waktu yang ditentukan (akhir
Desember 2000) belum semua peraturan
pemerintah diterbitkan. Rekomendasi MPR
tersebut mungkin dimaksudkan jangan
sampai terjddi kekosongan aturan hukum di
daerah seteiah UU No. 22 Tahun 1999
meiimpahkan semua urusan ke daerah atau
menghindari terjadinya kesewenang-
wenangan Pemerintah Daerah dalam mengelo-
la potensi dan kekayaan daerah. Untuk
menghindari permasalahan tersebut maka
Daerah diberi kesempatan untuk menerbitkan
Perda, yang mana Perda tersebut harus
dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD
dan Bupati/Walikota. Dengan katalain, supaya
tindakan Bupati/Walikota atau DPRD sah dan
dapatditerima oleh rakyat di daerahnya, maka
semua kebijakan di daerah harus ada dasar
pijakan yuridisnya, sehingga memudahkan
Daerah mengatur dirinya sesuai aspirasi
masyarakatnya. Akan tetapi tidak dapat
dipungkiri bahwa dari keseluruhan Perda yang
diterbitkan oleh sejumlah Daerah ada
beberapa Perda yang dipandang "bermasalah",
sebagaimana yang disinyalir oleh Kadin dan
direkomendasikan oleh Tim Kerja Pengkajian
Perda dan Keputusan Kepala Daerah
Departemen Dalam Negeri. '
UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 113
menegaskari 'Dalam rangka pengawasan,
Perda dan Keputusan Kepala Daerah
disampaikan kepada Pemerintah selambat-
lambatnya lima lielas hadseteiah ditetapkan.'
Pengawasan di sin! lebih ditekankan pada
pengawasan represif untuk lebih memberikan
kebebasan kepada Daerah Otonom dalam
mengambil keputusan serta memberikan
peran kepada DPRD dalam-mewujudkan
fungsinya sebagai badan pengawas terhadap
pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu,
Perda yang ditetapkan Daerah Otonom tidak
memeriukan pengesahan terlebih dahulu pleh
pejabatyang berwenang.
Undang-Undang ini juga memberikan
wewenang kepada Pemerintah untuk mem-
batalkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah
yang bertentangan dengan kepentingan umum
atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan
lainnya (Pasal 114 Ayat (1)). Keputusan
pembatalan Perda dan Keputusan Kepala
Daerah diberitahukan kepada Daerah yang
bersangkutan dengan menyebutkan alasan-
alasannya (Ayat 2). Selambat-lambatnya satu
minggu seteiah keputusan pembatalan Perda
dan Keputusan Kepala Daerah, Perda atau
Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan
pelaksanaannya (Ayat 3). Daerah yang tidak
dapat menerima keputusan pembatalan Perda
dan Keputusan Kepala Daerah, dapat
mengajukan keberatan kepada Mahkamah
Agung seteiah mengajukannya kepada
Pemerintah (Ayat 4). Kemudian didalam
penjelasan Pasal 114 ayat (4) ditegaskan
pengajuan keberatan kepada Mahkamah
Agung sebagai upaya hukum terakhir dilaku-
kan selambat-lambatnya lima belas hari
seteiah adanya keputusan pembatalan dari
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Pemerintah.
Untuk melaksanakan lebih ianjut kewe-
nangan pengawasan tersebut Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20
Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyeienggaraan Pemerin-
tahan Daerah. Di daiam Pasal 9 ditegaskan,
pengawasan represif diiakukan oleh Menteri
Daiam Negeri dan Otonomi Daerah seteiah
berkoordinasi dengan Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen terkait. Pemerintah
dapat melimpahkan pengawasan tersebut
kepada Gubernur seiaku wakil Pemerintah
terhadap Peraturan Daerah danatau Keputusan
Kepala Daerah serta Keputusan DPRD dan
Keputusan Pimplnan DPRD Kabupaten dan
Kota seteiah berkoordinasi dengan instansi
terkait
Menteri Daiam Negeri dan Otonomi
Daerah atas nama Presiden menerbitkan
Keputusan pembatalan terhadap Peraturan
Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah
Propinsi, Kabupaten dan Kota, Keputusan
DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan
Pimpinan DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota
yang bertentangan dengan kepentingan umum
atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tlnggi dan atau peraturan perundang-
undangan lainnya.
Untuk menindaklanjuti pengawasan
Pemerintah Pusatterhadap Daerah telah puia
dikeiuarkan Keputusan Presiden No. 74 Tahun
2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Pemerintahan Daerah. Menurut Keppres ini,
macam-macam pengawasan penyeieng
garaan Pemerintahan Daerah.terdiri atas
pengawasan fungsionai, pengawasanlegisiatif
dan pengawasan masyarakat.
Terhadap permasalahan yang muncui di
sekitar Perda "bermasaiah" di atas, MPR
daiam Sidang Tahunan tanggal 1-9 Novem
ber 2001 teiah mengeluarkan Ketetapan MPR
No. X/MPR/2001 tentang Laporan Peiaksanaan
PutusanMPR Rl olehLemtiaga Tinggi Negara
Pada Sidang Tahunan MPR Ri Tahun 2001,
yang merekomendasikan kepada Mahkamah
Agung untuk meiakukan Uji Material {Judicial
Review) terhadap semua peraturan daerah
yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa
melaiui proses peradiian kasasi sesuai Pasai
5 Tap MPR Nomor ilI/MPR/2000.® Disamping
itu, hasil perubahan ketiga UUD 1945 Pasai
24A ayat (1) menegaskan; "Mahkamah Agung
berwenang mengadiii pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang iainnya
yang diberikan oleh undang-undang.' .
Darl persoalan diatas setidaknya ada dua
masaiah yang dapat dimunouikan daiam
tulisan Ini, pertama, siapakahyang berwenang
untuk membataikan peraturan daerah? Kedua,
iangkah apakah yang seharusnya diiakukan
Pemerintah Pusat untuk menyeiesaikan
persoalan Perdayang dipandang "bermasaiah"
tersebut?
Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah
Melaiui UU No. 22 Tahun 1999 kedudukan,
tugas dan wewenang DPRD mengaiami
peningkatan yang substansiai. Hal ini teriihat
dari kedudukan DPRD yang dahuiu daiam UU
No. 5 Tahun 1974 menjadi bagian darl
Pemerintah Daerah, sekarang terpisah
'Sekretariat Jenderai MPR Ri, Putusan Sidang Tahunan MPR RlTahun 2001, Jakarta. 2001, hlm.98.
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dengan Kepala Daerah. DPRD sebagai Badan
Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan
menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.
Kedudukan DPRD yang demikian itu akan
lebih meneguhkan kedudukan, tugas dan
wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi
kontrol atau pengawasanterhadappemerintah
daerah,
Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 tugas
dan wewenang DPRD mencakup:
a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupatl, dan Walikota/Wakil
Walikota;
b. memilih anggota MPR dari Utusan
Daerah;^
c. mengusuikan pengangkatan dan
pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, atai Waiikota/Wakii
Waiikota;
d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau
Walikota membuat Peraturan Daerah;
e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau
Waiikota menetapkan Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah;
f. meiaksanakan" pengawasan terhadap
peiaksanaan Peraturan Daerah dan
peraturan peruhdang-undangan lain,
Keputusan Gubernur, Bupati, dan Waiikota
lain, Anggaran Pendapatan dan beianja
daerah, kebijakan Pemerintah daerah,
dan kerjasama internasional di Daerah.
g. Memberikan pendapat dan pertimbangan
kepada Pemerintah terhadap rencana
perjanjian internasional yang menyangkut
kepentingan daerah, dan
h. Menampung dan menindakianjuti aspirasi
Daerah dan masyarakat.
Untuk meiaksanakan tugas dan wewe-
nangnya DPRD mempunyai hak, yakni: (a)
meminta pertanggungjawaban Gubernur,
Bupati, dan Walikota; (b) meminta keterangan
kepada Pemerintah Daerah; (o) mengadakan
penyeiidikan; (d) mengadakan perubahan atas
Rancangan Peraturan Daerah; (e) mengajukan
pemyataan pendapat; {f) mengajukan Rancang
anPeraturan Daerah; (g) menentukan Anggaran
Pendapatan dan Beianja DPRD; dan (h)
menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD. Hak-
hak DPRD nampak sangat diperiuas biia kita
bandingkan dengan yang ada dalam UU No.
5 Tahun 1974.
Hak-hak DPRD ketika berlakunya UU No.
5 Tahun 1974 tidak pernah bisadilaksanakan
karena adanya berbagai kendala dan tekanan
politis dari Pemerintah. Hubungan antara
Kepala Daerah dan DPRD sangat tidak
seimbang. Hai ini dapat dimengerti karena
konfigurasi poiitlk pada masa Orde Baru tidak
memberi peiuang bagi terciptanya kelemba-
gaan poiitik yang seimbang. Pada masa itu
ada usaha yang diiakukan secara sistematik
untuk menjadikan DPRD menjadi tidak
berfungsi sebagai badan iegisiatif. Hai itu
dimulai dengan menempatkan DPRD
sebagai bagian dari pemerintah daerah
disamping kepala daerah. Dengan konstruksi
' Ada pendapatyang mengatakan, wewenang {bevoegdheid) mengandung pengertlan tugas (p//c/ifen)dan
hak [rechten). BagirManan berpendapat, wewenang ^ng mengandung makna kekuasaan (mac/jQ ada pada
organ (orgaan), sedangkan tugas [taak) dan hak (rec/it) ada pada pejabat dari organ [ambtsdragei). Lihat
dalam Baglr Manan, Menyongsong FajarOtonomi Daerah {Ycgyakarta: Pusat StudI Hukum Fakultas Hukum
Uii, 2001), him. 69-70.
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yang demikian kepala daerah akan lebih
mudah menempatkan DPRD dalam posisi
yang sangat lemah, karena Gubernur, Bupati/
Walikota disamping kedudukannya sebagai
kepala daerah sekaligus ia juga kepala
wilayah yang merupakan perpanjangan
tangan Pemerintah Pusat di Daerah.
Hal lain yang umumnya dilakukan dalam
rangka melemahkan kedudukan DPRD
adalah melalul mekanlsme kontrol terhadap
lembaga tersebut. Kontrol dapat dilakukan
melaiui dua macam cara yang sangat efektif
yakni:® perfama, dilakukan melaiui mekanlsme
internal dl dalam lembaga DPRD. Di daerah
ada mekanlsme yang tidak tertulls tetapl'
sangat mewarnai interaksl antara DPRD
dengan Kepala Daerah, yaitu apayang disebut
mekanlsme setengah kamar ataupun satu
kamar.® Kedua, recalling. Jalan yang terakhir
yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk
menjinakkan anggota DPRD yang krltls adalah
dengan menyingkirkannya darl kelembagaan
tersebut, yangsangat populer dikenal sebagai
Recalling.
Sehubungan dengan tugas dan
wewenang DPRD membuat Perda, UU No.
22 Tahun 1999 mengatur beberapa prinsip
mengenai Perda sebagai berlkut:^"
(1) Kepala, Daerah menetapkan Perda
dengan persetujuan DPRD.
(2) Perda dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan otonomi, tugas
pembantuan dan penjabaran leblh lanjiit
peraturan perundang-undangan yang
leblh tinggl.
(3) Perda tIdak boleh bertentangan dengan
kepentlngan umum, Perda Iain, atau
peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggl.
(4) Perda dapat memuat ketentuan beban
blaya paksaan penegakan hukum, atau
pidana kurungan paling lama enam bulan
atau denda sebanyak-banyaknya lima juta
ruplah.^^
®Syaukani, Afan Gaffardan M. Ryaas Rasyld, Otonomi Daerah Deism Negara Kesatuan (Yogyakarta:
Pustaka Pelajarkeijasama dengan PUSKAP, 2002), him. 244-245.
®Di dalam mekanlsme setengah kamar, pejabat eksekutif dan Ketua DPRD dapat memanggll seorang
anggota DPRD yang memperllhatkan sikap kritis terhadap Kepala Daerah dan diberi peringatan untuk tidak
melakukan hal Itu lagl. Kaiau hal Itu maslh juga tIdak mempan untuk mengubah perilaku dan sIkap anggota
DPRD, maka yang bersangkutanakan dipanggil lagi oleh pimpinan DPRD bersama dengan Ketua Fraksi, dan
juga melibatkan Fraksi ABRI. Mekanlsme yang lengkap untuk menjadikan anggota DPRD popular dikenal
sebagai mekanlsme"satukamar". Ibid.
BaglrManan, Menyongsong..., op.cit, Him. 136-143.
" Biaya paksaan penegakan hukum ataulazimjuga dlsebul"dwangsom'' adalah jumlahyang cDkenakan
pada s^eorang yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan akibat suatu pelanggaran hukurfi.
Selain sahksl "daya paksa" dan ancaman pidana diatas, Perda dapatjuga memuat sanksi lain yang disebut
bestuursdwang seperti pencabutan Iziri dan admlnlstratief boete {bestuurlijkeboete) yaltu denda yang harus
cfibayarakibat pelanggaran tertentumlsalnya denda karena terlambatmembayar. Bagir Manan, /£>/d,hlm. 141-
142.
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(5) Keputusan kepala daerah ditetapkan
untuk melaksanakan PerdaJ^
(6) Perdadan Keputusan kepala daerahyang
mengatur, dimuat dalam fembaran
daerah.
(7) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu
sebagai pejabat penyidik pelanggaran
Perda{PPNS Perdadan keputusan kepala
daerah).
Adapun lingkup wewenang membentuk
Perda ditentukan bahwa Perda mengatur
urusan rumah tangga di bidang otonomi dan
urusan rumah tangga di bidang tugas
pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat
mengatur segaia urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakatyang tidak diatur oieh
pusat (UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 7). Di
bidang tugas pembantuan, Perda tidak
mengatur substansi urusan pemerintahan
ataukepentingan masyarakat. Perda di bidang
tugas pembantuan hanya mengatur tata cara
melaksanakan substansi urusan pemerintahan
atau suatu kepentingan masyarakat.^^
Materi Muatan Peraturan Daerah
Di dalam Ketetapan MPR Rl No, ili/MPR/
2000tentang SumberHukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan, Peraturan
Daerah teiah secara resmi menjadi sumber
hukum dan masuk kedaiam tata urutan
peraturan perundang-undangan. Ketetapan
MPR tersebut menegaskan bahwa Peraturan
daerah merupakan peraturan untuk melak
sanakan aturan hukum di atasnya dan
menampung kondisi khusus dari daerah yang
bersangkutan.
Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur
berbagai jenisPajak dan Retribusi yang sudah
diiimpahkan keDaerah. Hai ini dapat diketahui
dari ketentuan yang ada di daiam UU No. 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
Undang Ri Nomor 18Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Di daiam Pasal
2Ayat (1) dan(2) UU tersebut, ditentukan jenis
pajak Propinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan diAtas Air;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air
Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri
dari:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Pengambilan bahan Galian
goiongan C;
g. Pajak Parkir.
Kemudian dalam Ayat (4) ditentukan,
"Dengan Perda dapat ditetapkan jenis pajak
Kabupaten/Kota seiain yang ditetapkan daiam
" Keputusan kepala daerah dapat bersifat mengatur {regelen) atau ketetapan [beschikking). Mengatur
daiam arti yang iebih umum, dapat juga mencakup keputusan kepala daerah sebagai aturan kebijakan
[beleidsregels) yang didasarkan pada kebebasan bertindak [freis ermessen, discretionarypower). Seiain itu,
keputusan kepala daerah dapatjuga dibuat ataskewenangannya sebagai pejabat administrasi negara yang
dilekati wewenang tertentu yang ditentukan oleh (dalam) undang-undang. Ibid., him. 142.
"/b/(/..hlm. 72.
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Ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai
berikut;
a. bersifat pajak dan bukan retribusi;
b. objek pajak terletak atau terdapat
diperaturan pemerintbupaten/Kota yang
•bersangkutan dan mempunyai mobilitas
yang cukup rendah serta hanya melayani
masyarakatdi wilayah Daerah Kabupaten/
Kota yang bersangkutan;
c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak
bertentangan dengan kepentingan umum;
d. objek pajak bukan merupakan objek pajak
Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
e. potensinya memadai;
f. tidak memberlkan dampak ekonomi
negatif;
g. memperhatikan aspek keadilan dan
kemampuan masyarakat; dan
h. menjaga kelestarian lingkungan.
Lebih lanjut dalam Pasal 4, ditegaskan
Pajak ditetapkan dengan Perda. Perda tentang
pajak tidak dapat berlaku surut. Peraturan
Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentu-
an mengenai:
a. pemberian pengurangan, kerlnganan,
dan pembebasan dalam hal-hal
tertentu atas pokok pajak dan/atau
sanksinya;
b. tata cara penghapusan plutang pajak
yang kadaluarsa;
0. asas timbal ballk.
Kemudian dalam Pasal 18Ayat (1) diatur
tentang objek retribusi yang terdiri darl (a) Jasa
Umum; (b) Jasa Usaha; (c) Perijinan Tertentu.
Ayat (2) menegaskan, Retribusi dibagi atastiga
golongan: (a) Retribusi Jasa Umum; (b)
Retribusi Jasa Usaha; (o) Retribusi Perijinan
Tertentu. Dl dalam Pasal 18Ayat (4) ditegaskan,
dengan Perda dapat ditetapkan jenls retribusi
selain yang ditetapkan dalam Ayat (3) sesuai
dengan kewenangan otonominya dan
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Kemudian Pasal 24 Ayat (1) menyatakan,
Retribusi ditetapkan dengan Perda. Perda
tentang retribusi tidak dapatberlaku surut (Ayat
(2)). Perda tentang retribusi dapat mengatur
ketentuan mengenai:
a. masa retribusi;
b. pemberian kerlnganan, pengurang
an, dan pembebasan dalam hal-hal
tertentu atas pokok retribusi dan/atau
sanksinya;
c. tata cara penghapusan plutang
retribusi yang kadaluarsa.
Perda untuk jenls-jenis retribusi yang
tergolong dalam retribusi perijinan tertentu
harus terlebih dahulu disoslallsaslkan dengan
masyarakat sebelum ditetapkan.
Ketentuan di dalam UU No. 34 Tahun
•2000 Inl merupakan pedoman bagi Daerah
Propinsi ataupun Kabupaten/Kota untuk
mengatur leblh lanjut materi dan jenls pajak
atau retribusi apa saja yang nantlnya dapat
diatur dalam Perda bagI maslng-maslng
daerah.
Pengawasan (Pusat) terhadap Daerah
Di dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa
bentuk negara kita adalah negara kesatuan
yang berbentuk republlk. Prinsip pada negara
kesatuan lalah bahwa yang memegang
tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap
urusan negara lalah Pemerintah Pusat
tanpa'adanya suatudelegasi atau pellmpahan
kekuasaan kepada Pemerintah daerah {local
government):^^ Dalam Negara Kesatuan
" M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dan perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah
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terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan
negara tidak dibagi antara pemerlntah pusat
{centraigovernment) dengan pemerintah lo
cal [local governmenf) sedemlklan rupa,
sehingga urusan-urusan negara dalam
Negara Kesatuan tetap merupakan suatu
kebulatan [eenheid) dan bahwa pemegang
kekuasaan tertinggi di negara itu lalah Peme
rlntah Pusat.
Negara kesatuan merupakan landasan
batas dari pengertian dan isi otonomi. Berdasar-
kan landas batas tersebut dikembangkanlah
berbagal peraturan [rules) yang mengatur
mekanisme yang akan menjelmakan keseim-
banganantara tuntutan kesatuan dan tuntutan
otonomi. Dandisini pulalah letak kemungkinan
"spanning" yang timbul darl kondisi tarik
manarik antara keduakecenderungan tersebut^^
DItlnjau darihubungan Pusat dan Daerah,
pengawasan merupakan "penglkat" kesatuan,
agar bandul kebebasan berotonomi tIdak
bergerak begitu jauh sehingga mengurangi
bahkan mengancam kesatuan [unitary):"... if
localautonomy is not toproduce a state ofaf
fairsborderingon anrchy, itmust subordinated
to nationalinterest by means devised to keep
its actions within bouhdsV^
Apablla "pengikaf tersebut ditarik begitu
kencang, napas kebebasan desentralisasi
akan terkurangi bahkan mungkin terputus.
Apabila hal itu terjadi, pengawasan bukan iagi
merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi
menjadi "pembelenggu" desentralisasi. Untuk
Itu, pengawasan harus disertal pembatasan-
pembatasan. Pembatasan-pembatasan
tersebut akan mencakup pembatasan macam
atau bentuk pengawasan, yang sekaligus
mengandung pembatasan tata oara menye-
lenggarakan pengawasan, dan pejabat atau
badanyangberwenang melakukan pengawas
an.
Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa
pengawasan terhadap segala kegiatan
Pemerintah Daerah termasuk keputusan
Kepala daerah dan Peraturandaerah, merupa
kan suatu akibat mutlak darl adanya Negara
Kesatuan. DI dalam Negara Kesatuan kita
tidak mengena! baglan yang lepas daii atau
sejajar dengan Negara, tidak pula mungkin
ada Negara di dalam Negara.
Dalam menyelenggarakan tugas peme-
rintahan pada umumnya, haruslah diusahakan
selalu adanya keseraslan atau harmoni antara
tindakan Pusat atau Negara dengan tindakan
daerah, agardengan demiklan kesatuan negara
dapat tetap terpelihara.'^
Oppenhelm mengatakan:"
"Kebebasan bagian-bagian Negara sama
sekali tidak boleh berakhir dengan
kehancuran hubungan Negara. Di dalam
pengawasan tertinggi letaknya jaminan,
bahwa selalu terdapat keseraslan antara
Alumni, Bandung, 1983,him. 8.
" BagirManan, Perjalanan HistorisPasal 18UUD1945 (Jakarta; UNSIKA, 1993), him. 3.
" SirWilliam 0. Hart- J.F. Gamer, Introduction To TheLaw ofTheLocal GovernmentandAdministation
(London: Butterworths, 1973), hlm.297. DIkutipkembalioleh BagirManan, Hubungan Antara Pusatdan Daerah
Menu/ufL/UD?945(Jakarta:SinarHarapan, 1994), him. 181.
" Irawan Soejito, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah danKeputusan Kepala Daerah (Jakarta: Bina
Aksara, 1983), him. 9.
Oppenhelm, "Nederlands Gemeenterecht," dikutip kembali oleh Irawan Soejito, Ibid.
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pelaksanaanbebas daritugasPemerintah
daerah dan kebebasan tugas Negaraoleh
Penguasa Negara itu."
Dalam kaitannya dengan persoalan
tersebut Van Kempen mengatakan sebagai
berikut:'®
"...bahwa otonomi mempunyai arti lain
dari padakedaulatan {souvreinitelf}, yang
merupakan attribut dari Negara, akan
tetapi tidak pernah merupakan attribut dari
bagian-bagiannya seperti Gemeente,
Provincie dan sebagainya, yang hanya
dapat memiliki hak-hak yang berasal dari
negara, bagian-bagian mana justru
sebagai bagian-bagian dapatberdiri sendiri
[zelfstandig], akan tetapi tidak mungkin
dapat dianggap merdeka {onafhankelijk).
Lepas dari, ataupun sejajar dengan •
Negara."
Di dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang
Pemerintahan di Daerah dikenal tiga bentuk
pengawasan, yaitu pengawasan umum,
pengawasan preventif, dan pengawasan
represif. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1999
hanya mengenal satu bentuk pengawasan
yakni pengawasan represif.
Pengawasan umum adalah suatu jenis
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah
terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah
untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dengan baik. Pengawasan Umum
terhadap Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam
Negerl dan Gubernur/Gupatl/Walikotamadya
Kepaia Daerah sebagai Wakil Pemerintah di
daerah yang bersangkutan.
Menteri Dalam Negerl atau pejabat yang
ditunjuk olehnya, mengadakan penyeildikan
dan pemeriksaan tentang segala hal
mengenai pekerjaan pemerintahan Daerah,
baik mengenai urusan rumah tangga daerah
maupun mengenai urusan tugas pembantuan.
Demikian pula bagi Daerah Tingkat II,
Gubernur melakukan pengawasan umum
atas jalannya pemerintahan Daerah baik
mengenai urusan rumah tangga Daerah
maupun mengenai urusan tugas pembantuan.
Kalau pengawasan umum dilakukan oleh
Menteri Dalam Negerl dan Gubernur masing-
maslng untuk Daerah Tingkat Idan II, Gubemur/
Bupati/ Walikotamadya yang sekaligus juga
sebagai Kepaia Daerah, apakah rtiereka juga
diberi wewenang melakukan pengawasan
umum untuk daerahnya sendiri? UU No. 5
Tahun 1974 Pasal 71 tidak mengatur persoalan
Ini, tetapi dalam Pasal81 dinyatakan salahsatu
wewenang, tugas dan kewajiban Kepaia
Wilayah adalah membimblng.dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Pengawasan preventif mengandung
prinsip bahwa Peraturan Daerah danKeputusan
Kepaia Daerah mengenai pokok tertentu baru
berlaku sesudah ada pengesahan pejabatyang
berwenang. Jadi, pengawasan preventif
dilakukan sesudah Peraturan Daerah atau
Keputusan Kepaia Daerah ditetapkan, tetapi
sebelumPeraturandan Keputusan itu berlaku.
Bagi Perda khususnya, pengawasan preventif
terhadap Perda dilakukan sesudah Perda itu
ditetapkan oleh Kepaia Daerah dengan
persetujuan DPRD tetapi sebelum Perda itu
diundangkan. ,
UU No. 5 Tahun 1974 mengatur
wewenang ini ada pada; (a) Menteri Dalam
Negerl bagiPeraturan Daerahdan Keputusan
Van Kempen, "Inleiding tothetNederlandsch Indlsch Gemeenterechl," dalam Irawan Soejito, Ibid.
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Kepala DaerahTingkat I; (b) Gubernur Kepala
Daerah bagiPeraturanDaerahdan Keputusan
Kepala Daerah Tingkat II.
Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1974
menggarlskan pokok-pokok PeraturanDaerah
dan Keputusan Kepala Daerah yang untuk
berlakunya memerlukan pengesahan adalah
sebagai berikut:
a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang
menglkat rakyat, ketentuan-ketentuan
yang mengandung perintah, larangan,
keharusan untuk berbuat sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu dan Iain-Iain yang
ditujukan langsung kepada rakyat;
b. mengadakan ancaman pidana berupa
denda atau kurungan atas pelanggaran
ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah;
c. memberikan beban kepada rakyat,
misalnya pajak atau retribusi Daerah;
d. menentukan segala sesuatu yang periu
diketahui oleh umum, karena menyangkut
kepentingan rakyat. misalnya mengadakan
hutang piutang, menanggung pinjaman,
mengadakan perusahaan daerah, mene
tapkan dan mengubah APBD, menetap
kan perhitungan APBD, mengatur gaji
pegawai dan Iain-Iain.
Pengesahan diperlukan dengan alasan
sebagal berikut:^"
a. Pengesahan merupakan perwujudan
pengawasan {toezicht}. Pengawasan itu
sendirl merupakansalah satu sendi sistem
penyelenggaraan pemerlntahan ber-
otonomi. TIada sistem penyelenggaraan
pemerlntahan berotonomi tanpa
pengawasan.
b. Pengesahan merupakan perwujudan hak
"placet" yaitu hak yang ada pada satuan
atau pejabatyangleblh tinggi tingkatannya
untuk mencegah atau mengukuhkan agar
suatu keputusan satuan pemerlntahan
yanglebih rendah tingkatannya mempunyai
kekuatan menglkat.
c. Pengesahan dapat juga dipandang
sebagai tindak lanjut dalam pembuatan
Perda atau keputusan lain yang memerlukan
pengesahan.
d. Pengesahan merupakan cara melakukan
pemerlksaan (checking), daiam rangka
mempertahankan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya,
kepentingan pemerlntahan daerah lain
yang mungkin terkena (baik langsung
maupun tidak langsung) danIain sebagainya.
Pelaksanaan-pengawasan preventif
berada pada posisi lebih awal" dari pengawasan
represif. Daya campur tangan terhadap daerah
jugamenjadi lebih besar. Pengawasan preventif
mengandung "prasyarat" agar keputusan
daerah di bidang atauyang mengandung sifat
tertentu dapat dijalankan Pembatasan
terhadap pengawasan preventif lebih ketat
dibanding pengawasan represif. Salah satu
bentuk pembatasan adalah dengan cara
mengatur atau menentukan secara pasti jenis
atau macam keputusan daerah yang
memerlukan pengawasan.^^
Bagi pengawasan preventif alasan-alasan
yang dapat dipakai oleh pejabat yang
Bagir Manan, Sistem danTeknik Pembuatan Peraturan Pemndang-undangan Tingkat Daerah{Bandung:
Universitas IslamBandung, LPPM, 1995), him. 53-54.
BagirManan, Hubungan..., op.c/f.,him 191.
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berwenang tidak disebut-sebul di dalam UU
No. 5 Tahun 1974, sehingga secara teori
pejabat tersebut dapalmisalnya tidak member!
pengesahan berdasarkan alasan lain
daripada alasan adanya pertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau
dengan kepentingan umum. Di dalam praktek
tidaklah mudah untuk menemukan alasan
yang demikian Itu. Pejabat yang berwenang
mengesahkan atau tidak member! pengesahan
itu biasanya juga hanya meninjau apakah
keputusan itu bertentangan dengan kepentingan
umum ataudengan peraturan yang iebih tinggi
tingkatannya atau tidak.
Untuk menjaga jangan sampai waktu bag!
Pejabat yang berhak untuk menjalankan
pengawasan preventif itu menjadi ber-larut-
larut, maka diadakan pembatasan waktu
dalam mana Pejabat tersebut harus mengambil
keputusan memberl pengesahan atau tidak
member! pengesahan. Di dalam Pasal 69
ditegaskan batas waktu suatu Perda dan atau
Keputusan Kepala.Daerah yang memerlukan
pengesahan dapat dijalankan sesudah ada
pengesahan pejabat yang berwenang, atau
apabila setelah tiga bulan sejak diterimanya
Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah
tersebut pejabat yang berwenang tidak
mengambil suatu keputusan. Akan tetapi,
jangka waktu tiga bulan tersebut oieh pejabat
yang berwenang dapat diperpanjang tiga bulan
lagi, dengan memberitahukannya kepada
Pemerintah Daerah yang bersangkutan
sebelum jangka waktu tiga bulan (pertama)
itu berakhir.
Apabila Perdadan atauKeputusan Kepaia
Daerah yang dimintakan pengesahan kepada
pejabat yang berwenang ditolak, Daerah yang
bersangkutan dalam waktu satu bulan
terhitung mulai saat pemberitahuan penolakan
pengesahan itu diterima, dapat mengajukan
keberatan kepada pejabat setingkat lebih atas
dari pejabat yang menoiak. Penolakan
pengesahan Perda dan atau Keputusan
Kepaia Daerah oleh pejabat yang berwenang
diberitahukan kepada Pemerintah Daerah
yang bersangkutan disertai alasan-alasan.
Pengawasan represif dilaksanakan dalam
bentuk penangguhan/penundaan {schorsing)
dan pembatalan [vernietiging). UU No. 5
Tahun 1974 tidak mengatur dengan tegas alat
keiengkapan (organ) pemerintahan yang
berwenang meiaksanakan pengawasan
represif. Secara tidak Jangsung Gubernur
disebut sebagai pemegang wewenang
represif (Pasai70Ayat 2).Secara umum hanya
disebutkan "pejabat yang berwenang" (Pasal
70 ayat 1). Siapakah yang memegang
pengawasan represif atas Keputusan Daerah
Tlngkat! atau Gubernur, tidak disebutkan.
UU No. 5 Tahun 1974 Pasai 70 memberikan
penegasan tentang pengawasan represif
sebagai berikut:
(1) Perda dan atau Keputusan Kepaia Daerah
yang bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan perundang-undangan
atau, Perda tingkat atasnya ditangguhkan
berlakunya atau dibataikan oleh pejabat
yang berwenang;
(2) Apabila Gubernur Kepaia Daerah tidak
menjalankan haknya untuk menangguhkan
ataumembataikan Perda Tingkat II dan atau
Keputusan Kepaia Daerah Tingkat ii sesuai
dengan yang dimaksud dalam ayat(1) Pasal
ini, maka penangguhannya dan atau
pembatalannya dapat diiakukan oleh
Menteri Dalam Negeri;
(3) Pembatalan Perda dan atau Keputusan
Kepaia Daerah yang dimaksud dalam
ayat-ayat (1) dan (2) pasal inl, karena
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bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan perundang-undangan atau
Perda Tingkat atasnya, mengakibatkan
batalnya semua akibat dari Perdadan atau
Keputusan Kepala Daerah yangdimaksud,
sepanjang masih dapat dibatalkan.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan
bahwaUU No. 5 Tahun 1974sangatmembatasi
ruang gerak daerati untuk mengatur dirinya,
apakah itu dalam pembentukan Perdadan atau
Keputusan Kepala Daerati. Dengan adanya
berbagai maoam pengawasan dari Pusat
kepada Daerah sesungguhnya menampakkan
ketidakpercayaan Pusatterhadap Daerah. Hal
itu mungkin dimaksudkan untuk mengontrol
jalannya penyelenggaraan pemerintahan di
daerah jangan sampai Daerah melanggar
rambu-rambu yang telah ditentukan oleh
Pusat. Dengan kata Iain, melalui berbagai
bentuk pengawasantersebut Pusat ingin terus
mengontrol seluruh kebijakan yang akan
dilakukan ataupun yang telah dllakukan oleh
Daerah. Ketidakpercayaan dan kekhawatiran
yang berlebihan terhadap Daerah telah
menyebabkan Daerah tidak dapat berkembang
sebagaimana mestinya.
Berbeda dengan (JU Pemerintahan Daerah
yang sebelumnya, UU No. 22 Tahun 1999
hanya mengenal satu macam pengawasan,
yaitu pengawasan represif. Dalam Pasal 113
ditegaskan dalam rangkapengawasan, Perda
dan Keputusan Kepala baerah disampaikan
kepada Pemerlntah selambat-lambatnya lima
belas harl setelah ditetapkan. Pengawasan
disini lebih ditekankan pada pengawasan
represif untuk lebih memberikan kebebasan
kepada Daerah Otonom dalam mengambll
22/b/d.,hlm. 138.
keputusan serta memberikan peran kepada
DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai
badan pengawas terhadap pelaksanaan
otonomi daerah. Karena itu, Perda yang
ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan
pengesahan terleblh dahulu oleh pejabatyang
berwenang.
Dalam kaitan dengan pengawasan
represif, Perda yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi akan batai demi hukum atau dapat
dibataikan. Sepanjang Perda bertentangan
dengan UUD, TAP MPR, dan undang-undang
akan batal demi hukum atau mesti dibatalkan.
Tidak demikian halnya dengan peraturan
perundang-undangan lain. Apabila peraturan
perundang-undangan di bawah undang-
undang ternyata mengatur hal-hal di bidang
otonomi atau tugas pembantuan sebagai
urusan rumah tanggadaerah, maka peraturan
itulah yang seharusnya dibatalkan bukan
Perda dengan alasan mengatur tanpa
wewenang {ultra wres)."
UU memberikan wewenang kepada
Pemerlntah untuk membataikan Perda dan
Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan
dengan kepentingan umum atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/
atau peraturan perundang-undangan lainnya
(Pasal 114 Ayat (1)). Keputusan pembatalan
Perda dan Keputusan Kepala Daerah
diberitahukan kepada Daerah yang bersang-
kutan dengan menyebutkan alasan-alasannya
(Ayat 2). Selambat-lambatnya satu minggu
setelah keputusan pembatalan Perda dan
Keputusan Kepala Daeralj', Perda atau Kepu
tusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan
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pelaksanaannya (Ayat 3). Daerah yang. tidak
dapat menerima keputusan pembatalan Perda
dan Keputusan Kepala Daerah, dapat
mengajukan keberatan kepada Mahkamah
Agung setelah mengajukannya kepada
Pemerintah (Ayat 4). Kemudian di dalam
penjelasan Pasal 114 ayat (4) ditegaskan
pengajuan keberatan kepada Mahkamah
Agung sebagai upaya hukum terakhir dila-
kukan selambat-Iambatnya lima belas harl
setelah adanya keputusan pembatalan dari
Pemerintah.
Dalam kaitannya dengan pengawasan
terhadap daerah, UU No. 34 Tahun 2000
Pasal5AAyat (1) menegaskan, "Dalam rangka
pengawasan, Perda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 AyM (4) dan Pasal 4 Ayat (1)
disampaikan kepada Pemerintah paling lama
15 (lima belas)hari setelah ditetapkan".:DaIam
hal Perda,sebagaimanadimaksud dalam Ayat
(1) bertentangan dengan kepentihgan umum
dan/atau peraturan perundang-undangan'yang
lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan
Perda dimaksud. Pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan paling
lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya
Peraturan daerah dimaksud (Ayat 2).
Selanjutnya dalam Pasal 25A Ayat (1)
ditegaskan lagi, dalam rangka pengawasan,
Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ISAyat (4) dan Pasal 24 Ayat (1) disampaikan
kepada Pemerintah paling lama 15 (lima
belas) hari setelah ditetapkan. Dalam hal
Perda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang^undangan
yang lebih tinggi, Pemerintahdapat membatal
kan Perda dimaksud (Ayat 2). Pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterimanya Perda dimaksud (Ayat 3).
Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.
20 Tahun2001 Pasal 7 ditentukan, Pemerintah
melakukan pengawasan atas penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah. Pemerintah
dapat melimpahkan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan daerah
Kabupaten dan Kota kepadaGubernur selaku
wakil pemerintah di daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.
. :Dalam Pasal 8 ditegaskan, .pengawasan
dilakukan secara represlf terhadap kebijakan
Pemerintah Daerah yang. berupa Perda dan
atauKeputusan Kepala Daerah sertaKeputusan
DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD, dan
secara fungsional terhadap pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah.
Ketentuan dalam Pasal B di atas telah
memperluas ruang lingkup pengawasan secara
represif, karena yang diawasi tidak hanya
Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah
.tetapi. juga mencakup Keputusan DPRD dan
Keputukn Pimpinan DPRD.'
Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota
yang tidak -dapat menerima Keputusan
Pembataian Perda, Keputusan Kepala Daerah,
Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan
DPRD Propinsi oleh Pemerintah dapat
mengajukan keberatan kepada Pemerintah
melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah. Daerah Kabupaten/Kota, yang tidak
dapat menerima Keputusan^ Pembatalan
Perda, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan
DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota atau Gubernur sesuai
kewenangan yang dilimpahkan kepadanya
dapat mengajukan keberatan kepada
Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.
Pengawasan fungsional dilakukan oleh
Lembaga/Badan/Unit sesuai dengan
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peraluran perundang-undangan. Dalam
rangka melakukan pengawasan fungsional
atas penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah,
Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen berkobrdinasi dengan
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
Koordinasi pengawasan meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan dan tlndak lanjut has!!
pengawasan.
Pengawasan secara fungsional yang
dilaksanakan oleh Departemen dan Lembaga
Pemerintah Non Departemen dilaporkan
kepada Preslden. Pengawasan yang
dillmpahkan kepada Gubernur dilaporkan
kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah.
Pemerintah Daerah dan DPRD menindak-
lanjuti hasi! pengawasan. Tindak lanjut hasil
pengawasan Pemerintah dilaporkan oleh
Gubernur, Bupati dan Wallkota kepada
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah dengan tembusan kepada
Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen terkait. Tindak lanjut hasil
pengawasan Gubernur selaku wakll Pemerintah
di Daerah dilaporkan oleh Bupati dan Walikota
kepada Presiden melalui Gubernur dengan
tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah dan Menteri atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen terkait.
DPRD melakukan pengawasan legislatif
terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
Pengawasan legislatif dllakukan sesuai
dengan tugas dan wewenangnya melalui
dengar pendapat, kunjungan kerja, pemben-
tukan panitia khusus dan pembentukan panitia
kerja yang diatur dalam tata tertib dan atau
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. .
Peraturan Pemerintah tersebut juga
memberlkan peluang kepada masyarakat
secara perorangan maupun kelompok dan
atau organisasi masyarakat untuk melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Pengawasan dapat
dllakukan secara langsung atau tidak
langsung balk llsan maupun tertulis berupa
permintaan keterangan, pemberlan Informasi,
saran dan pendapat kepada Pemerintah,
Pemerintah Daerah, DPRD dan lembaga
lainnya sesuai dengan tata cara yang
ditetapkan dalam peraturan perundangan.
Solus! terhadap Perda "Bermasalah"
Langkah apa yang tepat dllakukan oleh
Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan
Perda yang dipandang "bermasalah", mem-
batalkan, mencabut, meminta Daerah yang
bersangkutan untuk merevisi Perdanya atau
MA melakukan pengujian secara materlil.
Mengingat banyaknya satuan pemerintah
an daerah dan banyaknya keputusan tingkat
daerah, nampaknya pengawasan represif
akan sulit dllakukan dengan sempurna. Hal
in) dapat diketahui dari pembatasan waktu
bagi Perda dan Keputusan Kepala Daerah untuk
disampaikan kepada Pemerintah selambat-
lambatnya lima belas hah setelah ditetapkan.
Kemudian pembatalan Perda dllakukan pal
ing lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya
Perda. Selambat-lambatnya satu (1) minggu
setelah keputusan pembatalan Perdadanatau
Keputusan Kepala Daerah, Perda atau
Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan
pelaksanaannya.
Dapat dibayangkan berapa banyak Perda
dan atau Keputusan Kepala Daerah yang akan
diperiksa oleh Pemerintah dalam setiap bulan,
danharussegera ditindaklanjuti dalam rangka
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pengawasan represif. Persoalanyang mungkin
muncul adalah, pertama, bagaimana kalau
dalam waktu lima beias harl sejak Perda dan
atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan
belum disampaikan kepada Pe.merintah?
Adakah konsekuensi hukum atau administra'si
bag! daerah? Kedua, bagaimana'kalau dalam
waktu satu buian sebagaimana yangditentukan
oleh peraturan perundang-undangan setelah
diterimanya Perdadan atauKeputusan Kepala
Daerah Pemerintah belum membuat
keputusan apakah Perda dan atau Keputusan
Kepala Daerah bertentangan atau tidak
dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi atau kepentingan umum, apakah
keputusan pembatalan tersebut dapat berlaku
surut? Ketiga, slapakah yang akanmembatalkan
pelaksanaan Perda dan atau Keputusan
Kepala Daerah tersebut? Keempat, bagaimana
kalau Daerah mengetahul keputusan pem
batalan tersebut setelah lewat satu minggu
sejak keputusan pembatalan? Apakah daerah
wajib menanggung segala akibat hukum, akibat
tertundanya saat pembatalan pelaksanaan
tersebut?
Beberapa persoalan di atas apabila
dikaitkan dengan sejumlah Perda "berimasalah''
yang sekarang dlkajl oleh Departemen Dalam
Negerl apakah Perda-perda tersebut masih
dalam batas'waktu 30 harl sejak diterima
Pemerintah. Apabila batas waktu 30harlsudah
terlewati dan Pemerintah belum juga
membuat keputusan, maka dapat dlasumsl-
kan Perda tersebut dapat terus diberlakukan.
Apabila setelah lewatwaktu 30 harl Pemerintah
memutuskan membatalkan Perda tersebut,
tentu Daerah punya alasan yang kuat untuk
mengajukan keberatan kepada Pemerintah
karena kewenangan itu sudah lewat waktu.
Maka jalan lain yang mungkin bisa ditempuh
oleh Pemerintah (Pusat) atau Daerah adalah
mengajukan uji material kepada Mahkamah
Agung (MA).
Di dalam Ketetapan MPR No. Ill/MPR/
2000 Pasal 5ayat(2) dan(3), ditegaskan bah\va
Mahkamah Agung berwenang menguji
peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang. Pengujian tersebut bersifat
aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui
proses peradilan kasasi. Kemudian diperkuat
kembali dengan Ketetapan MPR R! No. XI
MPR/2001 yang memberikan rekomendasl
kepada MA untuk melakukan uji material
terhadap semua Perda yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi tanpa melalui proses peradilan
kasasi. Dengan kata lain, apabila terhadap 68
Perdayangdrekomendasikan untuk dibatalkan
waktu untuk memberikan. keputusan telah
lewat, maka sebalknya Perda-perda tersebut
dimajukan ke MA untuk dilakukan pengujian
secara material.
Selain yang telah diatur dalam kedua
ketetapan MPR tersebut, dalam UU No. 14
Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehaklman jo UU No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, MA dlberi kewenangan
untuk menguji peraturan perundang-undangan
yang tlngkatannya lebih rendah dari undang-
undang. Perda dalam hierarki peraturan
perundang-undangan beradadi bawah undang-
undang. Jadi, mesklpun tanpa rekomendasi
MPR pun sesungguhnya MA sudah memiliki
kewenangan untuk menguji Perda. Penegasan
di dalam Ketetapan MPR No. lll/MPR/2GbO
untuk memberikan kejelasan posisi Perda
dalam hierarki peraturan perundang-undangari
yang tingkatannya berada dl bawah undarig-
uhdang, kemudian Ketetapan MPR No. XI
MPR/2001 memberikan penegasan tentang
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kewenangan MA untuk melakukan pengujian
secara material terhadap peraturan perundang-
undangan yang tlngkatannya di bawah UU
sebagaimana yang sudah diatur didalam UU
No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 14 Tahun
1985.
Meskipun sudah ada pengaturan dan
penegasan dalam beberapa Ketetapan MPR
yang memberikan wewenang kepada MA
untuk melakukan uji material terhadap Perda,
tetapi UU No. 22 Tahun 1999]o UU No. 34
Tahun 2000 jo PP No. 20 Tahun 2001 jo
Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001
memberikan kewenangan kepada Menteri
Dalam Negerl dan Otonomi Daerah untuk
membatalkan Perda yang bertentangan
dengan kepentingan umum dan atau peratur
an perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam kasus Perda "bermasaiah" jika batas
waktu untuk memberikan keputusan apakah
Perda tersebutbertentangan atautidak dengan
kepentingan umum dan atau peraturan
perundang-undangan sudah iewat, maka
sebaiknya memang masalah in! diseiesaikan
iewat uji material ke MA.
Ke depan, memang sebaiknya Pemerintah
iebih mengoptimaika'n kinerjanya khususnya
daiam peiaksanaan pengawasan represif.
Usulan ini didasarkan pada realita yang ada
bahwa kasus yang dihadapi oieh MA setiap
tahunnya bukannya berkurang tetapi justru
terus meningkat jumlahnya, kurang iebih ada
16.000 perkarayang masih menumpuk di MA.
Kalau MA harus juga menyeiesaikan kasus
Perda-perda yang mungkin bermasaiah
secara aktif sebagaimana yang direkomen-
dasikan oieh MPR, maka beban kerja yang
ditangani MA menjadi oi^er load, masaiah
tersebutbukannya segera dapat terselesalkan
tetapi justru bisa berlarut-larut. Jadi, pengajuan
uji material ke MA baru akan ditempuh apabila
Daerah tidak dapat menerima keputusan
pembataian Perda dan atau Keputusan
Kepaia Daerah, yakni sebagai upaya hukum
terakhir. Pemerintah sebeium meiaksanakan
pengawasan represif sebaiknya juga melaku
kan pembinaan kepada daerah, khususnya
dalam pembuatan Perda dan atau Keputusan
Kepaia Daerah secaraberkelanjutan, Perdadan
atau Keputusan Kepaia Daerah yang kurang tepat
segera dikembalikan untuk direvisi. Sehingga
kemungkinan adanya kesaiahan dalam
pembuatan Perda atau Keputusan Kepaia
Daerah dapat diminimalisir sejauh mungkin.o
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